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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa 

Arab dilambangkan dangan huruf.Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 ء
hamza

h 
ˊ apostrof 

 ya Y ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أي i = أ

 ū = أو au = أو  u = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/ 

Contoh: 

 ditulis   mar’atun jamilah  مرأة جميلة

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh: 

 ditulis  fātimah  فاطمة

 

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis  rabbanā  ربنا  

 ditulis  al-birr   البر
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5. Kata sandang (artikel) 

Kata ssandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس  

 ditulis  ar-rajulu  الرجل  

  ditulis  as-sayyidah  السيدة

 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti 

dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ditulis  al-qamaru   القمر  

 ’ditulis  al-badī   البديع  

 ditulis  al-jalāl   الجلال  

 

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan opostrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis   ‘umirtu  أمرت  

 ditulis  syai’un  شيئ  
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MOTTO 

 

 فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ 
“Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku maka 

tidak termasuk golonganku ”. 
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ABSTRAK 

 

Yasir Hadi 

Peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan 

perkawinan di KUA kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca 

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016. 

 

Peratura Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan 

bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk diluar KUA Kecamatan Rp. 600.000, pada 

pasal 8 ayat (1) berbunyi catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke kas 

Negara pada bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000, artinya bahwa pendaftaran 

nikah sampai dengan menyetorkan biaya nikah dilakukan calon pengantin (catin) 

sendiri atau keluarganya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan kasi 

kesejahteraaan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe, masyarakat akan 

mengeluarkan tambahan biaya sebagai jasa, dalam pendaftaran nikah catin tidak 

mengetahui tahapan-tahapan pencatatan pernikahan.  

Rumusan dalam masalah ini adalah bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan 

dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di 

KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan pelayanan (kasi kesra dan 

pelayanan)/lebe masih berperan dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016? dan bagaimana 

implikasi peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan 

pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016?. 

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) peran kepala seksi kesejahteraan dan 

pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016 adalah 

kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe masih 

berperan sama dengan sebelum terbitnya PMA No. 12 Tahun 2016. 2) kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan (kasi kesra dan pelayanan)/lebe masih berperan dalam 

pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca 
PMA No. 12 Tahun 2016 adalah karena kebiasaan masyarakat, kesibukan kerja, 

faktor pendidikan. 3) implikasi peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan 

(kasi kesra dan pelayanan)/lebe dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan Pasca PMA No. 12 Tahun 2016 adalah, ada tambahan 

biaya sebagai jasa, calon pengantin atau keluarganya tidak mengetahui tahapa-

tahapan pencatatan pernikahan, dan catin menerima buku nikah lebih dari 7 (tujuh) 

hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah dalam mengatur perkawinan dibentuklah Undang-Undang 

(UU) nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pada undang-undang 

tersebut bertujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dalam perkawinan. 

Untuk menjalankan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974 dikeluarkanlah 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975. 

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) 

dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.2 Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 5 : 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 

1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.3 

 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban yang 

berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah 

pada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Pasal 7 ayat (1) KHI 

                                                             
1 Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1 
2 Undang-undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) 
3 Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. 
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menyebutkan bahwa, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah 

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,4 dan dengan buku nikah, mereka 

dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan 

tersebut.5 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk 

yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan untuk yang non Islam 

dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.6 Maka pencatatan perkawinan 

dilakukan hanya dua instansi, yaitu yang beragama Islam dilasanakan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan dan yang non muslim 

dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya. 

Pencatatan Perkawinan yang beragama Islam diatur dengan Peraturan 

Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, 

pada pasal I ayat (1) bahwa Pencatatan Pernikahan adalah Kegiatan 

Pengadministrasian Peristiwa Pernikahan, kemudian pada Pasal I ayat (2) 

menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksanan 

teknis pada Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota”.7 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melaksanakan 

pencatatan nikah berpedoman pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan 

                                                             
4 Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 
5 Manan Abdul, 2006,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, hal 20 
6 Yayan Sofyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, 

Jakarta : Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI, hal. 130 
7 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang di copikan Kementerian 

Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 1 Februari 2021 
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Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan 

pencatatan pernikahan yang menjadi acuan bagi kepala Kantor Urusan Agama 

(KUA) atau penghulu dan masyarakat untuk lebih memahami pencatatan 

pernikahan pada Kantor Urusan Agama, pencatatan nikah terdiri dari beberapa 

tahapa-tahapan yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak 

nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan kehendak nikah dan 

penyerahan buku nikah.8 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen merupakan lembaga 

pemerintah yang dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Pekalongan yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan, dengan 

struktur organisasi terdiri dari penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai 

kepala KUA dan PPAIW, Tenaga Pengadministrasi Umum, Penyuluh Agama 

Islam Fungsional dan dalam hal ini adalah pelaksana pencatatan perkawinan. 

Dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen akan 

dimasukan atau dicatat dalam Akte Nikah (model N) yang dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi pendaftaran 

kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, 

pelaksanaan kehendak nikah dan penyerahan buku nikah.9 

                                                             
8 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis pencatatan nikah 

yang di copikan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 1 Februari 2021 
9 Wawancara terhadap bapak Baihaki petugas pendaftaran  Nikah KUA Kecamatan Kajen 

tanggal 1 Februari 2021. 
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Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan (kasi kesra dan 

pelayanan)/lebe adalah tenaga teknis yang diatur Permendagri No. 84 Tahun 

2015 dimana pada pasal 9 ayat (3) bahwa jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan 

dan Pelayanan adalah jabatan yang terpisah yakni Kasi Kesra dan Kasi 

Pelayanan, tetapi pada pasal 11 ayat (4) yaitu apabila jenis desa swadaya hanya 

memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi dan di Kecamatan Kajen termasuk 

desa swadaya sehingga jabatan ini hanya memiliki kasi kesra dan pelayanan 

dengan tugas yang sama yaitu membantu kepala desa sebagai pelaksana 

operasional.  

Pelayanan pendaftaran nikah dalam pencatatan perkawinan di KUA 

Kecamatan Kajen dimana masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan 

pertama kali akan mendatangi dan menyampaikan rencana perkawinannya 

kepada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe, selanjutnya kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan/lebe akan memproses persaratan pencatatan nikah 

mulai dari pembuatan surat-surat, pendaftaran ke KUA bahkan sampai ada 

yang menyetorkan biaya nikah ke bank/kantor pos. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 tentang 

pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk diluar 

KUA Rp. 600.000,-. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) bahwa calon pengantin 

wajib menyetorkan langsung biaya nikah atau rujuk ke kas Negara pada 

bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), hal ini catin 

supaya dapat mrngurus pencatatan pekawinan di KUA sendiri tanpa 

menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe. 
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Pada awal terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 

2016 calon pengantin langsung mendaftarkan nikah ke KUA Kecamatan 

termasuk menyetorkan biaya nikah ke bank/pos sendiri, kepala seksi 

kesejahteraan dan Pelayanan/lebe hanya membuatkan persyaratan 

administrasinya saja, masyarakat/catin mengurus pencatatan nikah sendiri akan 

mengetahui tahapan-tahapan atau proses pencatatan pernikahan, tidak perlu 

mengeluarkan tambahan biaya untuk jasa orang lain, dan masyarakat/catin 

akan mengetahui biaya nikah yang langsung disetorkan ke kas Negara lewat 

bank/pos.10 

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 pasal 8 ayat 

(1) bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah pada bank/pos 

sebesar Rp. 600.000, artinya yang menyetorkan biaya nikah ke bank/pos adalah 

calon pengantin sendiri, akan tetapi pada tahun 2020 sebagain besar 

masyarakat diwilayah kecamatan Kajen yang akan melaksanakan perkawinan, 

pengurusan administrasi pendaftaran nikah sampai menyetorkan biaya nikah 

dilakukan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe. Oleh karena itu 

penulis akan meneliti dan menelaah lebih lanjut lagi dengan judul “Peran 

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dalam Pencatatan 

Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan Pasca Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 

12 Tahun 2016”. 

  

                                                             
10 Wawancara dengan H. Moh. Irkham, S.Ag., M.PdI, Kasi Bimas Islam Kabupaten Pekalongan 

tanggal 4 Januari 2021. 



 
 

6 
 

B. Rumusan Masalah. 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka 

rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah : 

1)  Bagaimana peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam 

pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016? 

2)  Mengapa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan masih berperan dalam 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016?  

3)  Apa implikasi dari peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

pasca berlakunya PMA No.12 Tahun2016? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mendiskripsikan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016. 

2) Memaparkan sebab-sebab kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan 

berperan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 

2016. 
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3) Menemukan dan mendeskripsikan implikasi dari kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca 

PMA No.12 Tahun 2016. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan secara 

praktis. 

Hasil dari penelitian ini berguna secara teoritis sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai peran 

kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di 

KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 

12 Tahun 2016. 

 Sedangkan secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai : 

(1) Bagi Masyarakat Kajen 

Masyarakat bisa memahami dan mengetahui peran kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan nikah menurut 

PMA No. 12 Tahun 2016. 

(2) Bagi Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan 

Kementerian Agama dapat terus memberikan informasi dan 

penjelasan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan atau sosialisasi 

yang akurat terkait dengan PMA No. 12 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1) 

bahwa calon pengantin wajib menyetorkan langsung biaya nikah atau 

rujuk ke kas Negara pada bank/pos persepsi sebesar Rp. 600.000,- 

(enam ratus ribu rupiah). 
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(3) Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai referensi perpustakaan berkenaan dengan peran kepala 

seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan 

di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya 

PMA No. 12 Tahun 2016. 

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang obyek yang diteliti 

dalam penelitian ini, diantaranya adalah Kajian pustaka berisikan 

perbandingan penelitian dengan skripsi yang sudah ada, yaitu : 

Pertma, skripsi yang ditulis oleh Syarifudin, NIM 1320120003, Jursan 

Syariah dan Ekomomi Islam, STAIN Kudus Tahun 2017 dengan judul “Peran 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pencatatan Perkawinan di KUA 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Pasca PMA No. 24 Tahun 2014”. 

Pembahasan pada skripsi ini tentang peran dan respon Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah setelah berlakunya PMA No. 24 Tahun 2014.11 sedangkan 

dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan dalam Pencaatan Perkawinan di KUA Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016. 

Kedua, Skripsi Muhammad Irfan Rizkiani, NIM 111044100082, 

Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 

                                                             
11 http://eprints.stainkudus.ac.id/2572/1/FILE%201%20COVER.pdf  diunduh pada tanggal 

1 Maret 2021, pukul  9.45 WIB  

http://eprints.stainkudus.ac.id/2572/1/FILE%201%20COVER.pdf
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yang berjudul “Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan 

Pagedangan Kabupaten Tangerang). Skripsi ini membahas faktor penyebab 

tingginya biaya pernikahan dan peranan P3N dalam administrasi pernikahan 

tersebut. sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana peran 

kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di 

KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan setelah berlakunya PMA No. 

12 Tahun 2016. 

Ketiga, Skripsi Ziad Abdul Ghoni, NIM 14350039, Fakultas Syariah 

dan Hukkum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 yang diberi judul 

“Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA 

Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 

Tentang Pencatatan Nikah” yang dibahas dalam skripsi ini adalah Efektifitas 

dalam pelayanan P3N terhadap PMA No. 11 Tahun 2007, dan kepuasan 

masarakatnya.12 sedangkan penulis dalam penelitian, fokus pada bagaimana 

peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan 

di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan setelah berlakunya PMA 

No. 12 Tahun 2016. 

Tabel. 1 

Perbandingan penelitian terdahulu : 

N

O 
IDENTITAS 

HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAA

N 

PERBEDAA

N 

1 Syarifudin,  

NIM 

1320120003 

Jursan Syariah 

dan Ekomomi 

Peran dan 

Respon P3N 

setelah 

berlakunya 

Membantu 

dalam 

pengurusan 

pencatatan 

Kekecewaan 

P3N yang 

sudah tidak  

                                                             
12 https://core.ac.uk/download/pdf/160014013.pdf yang diunduh tanggal 1 Maret 2021, pukul  

20.00 WIB 

https://core.ac.uk/download/pdf/160014013.pdf
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Islam, STAIN 

Kudus Tahun 

2017 

PMA No 24 

Tahun 2014. 

nikah terhadap 

masyarakat 

diberlakukan 

membantu 

PPN di KUA 

Mejobo 

2 Muhammad 

Irfan Rizkiani, 

111044100082 

Fakultas 

Syari’ah dan 

hukum  

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta Tahun 

2014 

 “tingginya 
biaya 

Pencatatan 

Nikah (Studi 

Kasus di 

Kecamatan 

Pagedangan 

Kabupaten 

Tangerang) 

Membantu 
dalam 

pengurusan 

pencatatan 

nikah terhadap 

masyarakat 

Skripsi ini 
membahas 

faktor 

penyebab 

tingginya 

biaya 

pernikahan 

dan peranan 

P3N dalam 

administrasi 

pernikahan 

tersebut 

3 Nama :  Ziad 
Abdul Ghoni, 

NIM. 

14350039, 

Fakultas 

Syari’ah dan 

Hukum UIN 

Sunankalijaga 

Yogyakarta 

Tahun 2018 

 Efektifitas 
dalam 

pelayanan P3N 

terhadap PMA 

No. 11 Tahun 

2007, dan 

kepuasan di 

masyarakat. 

Membantu 
dalam 

pengurusan 

pencatatan 

nikah terhadap 

masyarakat 

skripsi ini 
membahas  

Efektifitas 

dalam 

pelayanan 

P3N  

 

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat diambil 

benang merah bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda 

penelitian sebelumnya, yaitu peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan 

dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama 

(PMA) nomor nomor 12 Tahun 2016. Inilah hal baru (novelty) dari penelitian 

ini dibanding penelitian sebelumnya. 
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E. Kerangka Teoritik. 

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 

nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam pencatatan 

pernikahan ini terdiri dari beberapa proses/tahapan-tahapan yaitu mulai dari 

pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman 

kehendak nikah, pelaksanaan nikah dan penyerahan buku nikah. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 tentang 

pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak atas biaya nikah dan rujuk Rp. 

600.000, pada pasal 8 ayat (1) calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah 

dan rujuk melalui bank/pos Rp. 600.000. Terbitnya PMA No. 12 Tahun 2016 

ini diharapkan pendaftaran dan penyetoran biaya nikah ke bank/pos dilakukan 

oleh calon pengantin (catin) atau keluarganya sendiri dengan tujuan catin akan 

mengetahui proses/tahapan-tahapan pencatatan pernikahan termasuk 

penyetoran biaya nikah, dan tidak perlu memberikan jasa kepada kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan/lebe yang menimbulkan pemahaman pada 

masyarakat bahwa biaya nikah lebih dari Rp. 600.000,-. 

Setiap masyarakat atau keluarga yang akan melangsungkan pernikahan 

menginginkan kemudahan dalam mengurus administrasi pernikahan atau 

pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat diwilayah Kecamatan Kajen 

yang akan menikahkan anak atau keluarganya langsung mendatangi kepala 

seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe untuk mendaftarkan pernikahan 

keluarganya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa peran kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan dalam pelayanan administrasi perkawinan atau 



 
 

12 
 

pencatatan perkawinan masih dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 

Kecamatan Kajen, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi 

dimasyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dan pengurusannya lebih 

mudah dan masyarakat merasa tidak perlu repot, masyarakat juga merasa 

pekewoh karena pada tahapan pelaksanaan nikah masih membutuhkan kepala 

seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam mengatur acara atau do’a.  

Setiap manusia memiliki peran dalam kehidupan, misalnya 

dilingkungan masyarakat, terdapat peran yang diperoleh dari masing-masing 

individu, seperti peran sebagai tokoh masyarakat, peran sebagai pegawai, dan 

lain sebagainya. Namun dalam pembahasan ini akan dibatasi pada peranan 

kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe. 

Pengertian Peranan juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peranan”. 13 

David Berry menyatakan bahwa, “peranan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang 

berhubungan dengan peranan yang dipegangnya” Peranan didefinisikan 

sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma 

dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang 

                                                             
13  Soerjono Soekanto, Elit Pribumi Bengkulu, Jakarta: Balai Pustaka,1990, h. 268. 
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diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, didalam keluarga dan didalam 

peranan-peranan yang lain.  

Pendapat lain dijelaskan oleh Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh 

soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan 

dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”. 14  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang 

dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau 

mengaku suatu posisi dalam sistem sosial, dalam hal ini adalah peran kepala 

seksi kesejahteraan dan pelayanan terhadap pencatatan perkawinan. 

Urutan pendaftaran nikah yaitu : 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
14  Soeleman B. Taneko, Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat, Bandung: Setia 

Purna Inves, 1986, h. 220. 

Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di 

KUA/ Kasi Kesra dan Pelayanan/lebe 

 

Masyarakat / Calon 

Pengantin 

 

Pencatatan Perkawinan oleh 

Kepala KUA/PPN 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang bertujuan 

memecahkan masalah-masalah praktis.15 Dalam hal ini berkenaan dengan 

peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan 

perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca 

berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016.  

2. Pendekatan Penelitian  

  Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan 

dalam bentuk uraian maupun laporan dan cenderung pada analisa. metode 

ini tidak mengutamakan angka dan statistik, walau tidak sepenuhnya 

menolak data kuantitatif. 16 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan, dikategorikan sebagai berikut: 

a. Sumber data primer. 

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:  

                                                             
15  Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28. 
16  Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 28. 
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1) Para kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan diwilayah Kecamatan 

Kajen Kabupaten Pekalongan terhadap pencatatan perkawinan di 

KUA. 

2) Para calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah yang 

meminta bantuan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. 

b. Sumber data sekunder. 

Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-

buku, pustaka, jurnal, website dan literatur-literatur yang berhubungan 

dengan penelitian. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

1) Metode wawancara 

  Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara.17  Dalam hal ini adalah dengan 

melakukan wawancara perwakilan orang tua atau calon pengantin 

terkait dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan terhadap PMA No. 12 Tahun 2016. 

2) Metode Observasi. 

  Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata 

                                                             
17  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana,  2008),  hlm. 108. 
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serta dibantu pancaindra lainnya.18 Metode observasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang tanggapan orang tua atau calon 

pengantin terkait dengan peran kepala seksi kesejahteraan dan 

pelayanan dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan pasca PMA No. 12 Tahun 2016. 

d. Metode Dokumentasi. 

Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis, arsip-arsip yang ada dan segala yang 

berhubungan dengan masalah tersebut.19 Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk mengetahui profil KUA Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis perlu 

menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I, Bab ini mencakup beberapa hal di antaranya adalah pendahuluan yang 

terdiri atas Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

                                                             
18  Ibid.,  hlm. 115. 
19  Ibid.,  hlm. 121. 
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Bab II, Merupakan Bab yang membahas tentang  pencatatan perkawinan, dasar 

pencatatan perkawinan, proses pencatatan perkawinan dan kepala seksi 

kesejahteraan dan pelayanan. 

Bab III, Bab ini memaparkan peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan 

dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Kajen yang mencakup Gambaran 

Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen dan bagaimana peran 

kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di 

KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 

Tahun 2016 

Bab IV, Bab ini akan menganalisis mengapa kepala seksi kesejahteraan dan 

pelayanan masih berperan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya 

PMA No. 12 Tahun 2016, menganalisis terhadap faktor-faktor yang 

menyebabkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan masih berperan dalam 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No. 12 Tahun 2016 dan apa 

implikasi dari peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dalam 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan pasca berlakunya PMA No.12 Tahun2016 

Bab V, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil 

proses awal judul sampai penentuan ahir yang berisi tentang saran-saran 

konstruktif kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara 

jelas dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat simpulkan yang 

merupakan jawaban rumusan permasalah sebagai berikut : 

1. Peran kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe dalam pencatatan 

perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2020 

masih aktif seperti tahun sebelumnya yaitu setiap masyarakat yang akan 

melaksanakan pernikahan, calon pengantin atau keluarganya masih 

menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dari 

pengurusan administrasi, pendaftaran ke KUA sampai menyetorkan biaya 

nikah ke bank atau pos. 

2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan/lebe masih berperan terhadap 

pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kajen setelah Peraturan Menteri 

Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi dimasyarakat. 

b. Masyarakat atau calon pengantin merasa tidak enak atau pekewoh kalau 

mendaftar sendiri. 

c. Masyarakat/catin merasa canggung/tidak terbiasa berhadapan dengan 

petugas pemerintah desa dan petugas KUA Kecamatan Kajen. 

3. Implikasi peran Kasi Kesra dan Pelayanan terhadap Pencatatan Nikah di 

KUA Kecamatan Kajen setelah PMA No. 12 Tahun 2016. 
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Yang ditimbulkan menggunakan jasa kepala seksi kesejahteraan dan 

pelayanan/lebe menjadi beberapa poin di bawah ini : 

1. Ada tambahan biaya walaupun sebagai jasa/upah, masyarakat/catin 

memahaminya bahwa biaya nikah lebih dari Rp. 600.000,- . 

2. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan menyerahkan buku nikah 

kepada pasangan pengantin lebih dari tujuh hari. 

3. Pendaftaran yang dilakukan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan 

sering ada kekurangan data atau berkas seperti foto copi KTP, KK, foto 

catin, wali dan saksi sehingga tidak bisa langsung dimasukan dalam 

aplikasi SIMKAH WEB karena NIK terkoneksi dengan SIAK atau 

aplikasi kependudukan catatan sipil yang sangat diperlukan, sehingga 

pencetakan buku nikah akan terhambat. 

4. Calon pengantin tidak mengetahui proses/tahapan-tahapan pencatatan 

pernikahan di KUA Kecamatan Kajen. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada pihak KUA, hendaknya pegawai KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan sering mensosialisasikan PMA No. 12 Tahun 2016 

pasal 8 ayat (1) yakni calon pengantin wajib menyetorkan langsung biaya 

nikah atau rujuk pada bank/pos Rp. 600.000, termasuk dalam pencatatan 

nikah supaya dilakukan catin sendiri sehingga akan mengetahui tahapan-

tahapan pencatatan nikah, dan catin tidak perlu mengeluarkan tambahan 

biaya sebagai jasa pada kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan. 
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2. Hendaknya pihak KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan 

semua desa yang ada diwilayahnya lebih memperbaiki koordinasi 

khususnya dalam administrasi pencatatan pernikahan. 

 

C. Penutup 

Puji syukur peneliti sanjungkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha 

pengasih dan maha penyayang kepada hamba-Nya sepanjang zaman, karena 

berkat pertolongan serta hidayah-Nyalah akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal 

ini disamping karena keterbatasan kemampuan yang ada juga dikarenakan 

kurangnya pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu, sumbangan saran 

dan kritik yang membangun sangat peneliti nantikan dari berbagai pihak demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti menyampaikan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 

pembuatan skripsi ini. Semoga karya peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya, bagi pembaca pada umumnya dan semoga menjadi amal yang 

mendapatkan ridha Allah SWT. Amin ya rabbal ‘alamin. 
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

Dalam melaksanakan observasi atau pengamatan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap peran Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid 

dengan lengkap sehingga keabsahannya dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun data yang dikumpulkan melalui metode observasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengamati keadaan fisik atau bangunan tempat berlangsungnya proses 

pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

2. Mengamati sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatannya dalam 

proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

3. Mengamati fasilitas lain yang mendukung proses pencatatan perkawinan di 

KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

 

B. Pedoman Wawancara 

Dalam melaksanakan wawancara digunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi 

dan data yang obyektif. Wawancara ditujukan kepada pegawai KUA, Kepala 

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan dan keluarga atau pihak yang pernah melaksanakan pencatatan 

pernikahan atau perkawinan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 

tentang permasalahan yang berkaitan dengan peran Kepala Seksi Kesejahteraan 

dan Pelayanan/lebe dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kajen 

Kabupaten Pekalongan tahun 2020 setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 

2016. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sebagai 

berikut: 



1. Pertanyaan untuk Kepala KUA Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan. 

a. Sebagai Penghulu yang ditugaskan sebagai kepala KUA, apa saja 

wewenang bapak? 

b. Ada berapa Penghulu di KUA  Kecamatan Kajen Kabupaten 

Pekalongan? 

c. Apakah Penghulu yang ditugaskan sebagai kepala KUA juga dibantu 

oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe? 

d. Apa sajakah peran dan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan/lebe di KUA Kecamatan Kajen? 

e. Menurut bapak, apakah keberadaan Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan/ lebe saat ini masih dibutuhkan? 

f. Mohon dijelaskan, bagaimana prosedur pencatatan perkawinan di KUA 

Kecamatan Kajen?  

g. Mohon dijelaskan, bagaimana proses pendaftaran perkawinan di KUA 

Kecamatan Kajen? 

h. Siapakah yang melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan 

Kajen? 

i. Apakah buku kutipan akta nikah langsung diserahkan kepada mempelai 

setelah akad nikah? 

 

2. Pertanyaan untuk Petugas Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan/lebe di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan : 

a. Apakah bapak bertugas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan, sejak kapan? 

b. Apa bapak mempunyai SK sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan? 

c. Apa saja tugas bapak dalam pencatatan perkawinan di Desa? 

d. Apakah setiap warga disini yang mau menikah mendatangi bapak jika 

hendak mendaftarkan pernikahannya? 



e. Apakah warga disini mengetahui kalau tugas Kepala Seksi Kesejahteraan 

dan Pelayanan dalam pencatatan perkawinan hanya membuatkan syarat-

syarat saja? 

f. Apakah bapak mengetahui tentang adanya PMA No. 12 Tahun 2016? 

g. Apakah bapak masih berperan setelah berlakunya PMA No. 12 Tahun 

2016 tersebut?  

 

3. Pertanyaan untuk pihak yang pernah melakukan pencatatan 

perkawinan di KUA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. 

a. Kapan bapak/ibu melaksanakan pernikahan? Di rumah atau di KUA? 

b. Dimana bapak/ibu melakukan pendaftaran pernikahan? 

c. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan? 

d. Kenapa bapak/ibu menggunakan jasa Kepala Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan/lebe? 

e. Apakah bapak/ibu mengetahui syarat-syarat pendaftaran pencatatan 

perkawinan? 

f. Apakah bapak/ibu menandatangani berkas-berkas admnistrasi 

pernikahan? 

g. Apakah pihak KUA atau Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe 

pernah mensosialisasikan tentang prosedur pencatatan 

pernikahan/perkawinan? 

h. Apakah bapak/ibu menerima secara langsung buku kutipan akta nikah 

setelah selesai melakukan akad nikah? siapa yang menyerahkan buku 

nikah? 

i. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kepala 

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan/lebe? 

 

C. Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam prosedur 

pengumpulan data ini memanfaatkan tiga tahap: 



1. Tahap orientasi atau penjagaan yang bersifat menyeluruh. Pada tahap ini 

diperoleh informasi secara umum mengenai setting-setting penelitian yang 

ditentukan peneliti mengenai keadaan lokasi penelitian. Kemudian 

dilanjutkan dengan menggali informasi umum mengenai masalah 

penelitian. 

2. Tahap pencarian data secara terfokus pada permasalahan penelitian. Pada 

tahap ini diperoleh sejumlah informasi secara lebih rinci sesuai dengan 

fokus yang ditetapkan peneliti. 

3. Tahap pengecekan dan keabsahan data dan mengonfirmasi hasil temuan dari 

peneliti dilapangan dengan subyek yang berhasil diwawancarai. Dokumen-

dokumen yang dibutuhkan antara lain: 

a. Sejarah  berdirinya KUA. 

b. Visi, dan misi KUA Kecamatan Kajen. 

c. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kajen  

d. Struktur organisasi KUA Kecamatan Kajen 
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